Menimbang

Mengingat

X
Fasved
GARIRY

£
/af%
2 llllil |\{\\‘ -

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH

DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka melaksanakan
amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja Paruh Waktu perlu upaya penyelesaian
penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja Paruh Waktu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneata Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneaia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan
Pegawai Apartur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2023 Nomor 35);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan,
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah,
Badan Daerah dan Kecamatan.

Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah
pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu untuk
menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu yang selanjutnya
(PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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22.

23.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh
Waktu  adalah  pegawai  aparatur  sipil negara (ASN)  yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah
sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok
jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional
pada instansi pemerintah.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan
bidang teknis jabatan.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku
dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi
dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang
mempunyai kewenanganbmelaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah daerah kabupaten/kota yang
meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas
daerah, dan lembaga teknis daerah.

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK paruh waktu adalah
pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai
PPPK paruh waktu.

Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai
ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan
berbasis teknologi.



Pasal 2

Manajemen PPPK Paruh Waktu meliputi:

mo a0 TR

pengadaan;

penilaian kinerja;

penggajian/upah;

disiplin;

pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
perlindungan.

BAB II
PENGADAAN
Pasal 3

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dalam rangka:

a.
b.
c.
d.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

penyelesaian penataan pegawai non-ASN;

pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah;

memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN; dan
peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada
jabatan sebagai berikut:

Guru dan Tenaga Kependidikan;

Tenaga Kesehatan;

Tenaga Teknis;

Pengelola Umum Operasional;

Operator Layanan Operasional;

Pengelola Layanan Operasional; atau

Penata Layanan Operasional.
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Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun
anggaran 2024.

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang

terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan

Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024
namun tidak lulus; atau

b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun
tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Status kepegawaian PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebagai pegawai pada
instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai
ASN.

Pasal 5

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan

tahapan sebagai berikut:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK
Paruh Waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2);



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(S)

(6)

b. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK;

c. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap Instansi
Pemerintah;

d. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis
jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan;

e. PPK mengusulkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada
Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan
rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

f. Kepala BKN menetapkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN;

g. Penerbitan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada huruf f diterima oleh PPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak waktu penyampaian; dan

h. PPK menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan apabila:

a. mengundurkan diri;

b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan
dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala
BKN; atau

c. meninggal dunia.

PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h kepada pejabat yang
ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK Paruh
Waktu.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h
adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.

Pasal 6

PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h melaksanakan tugas
jabatan berdasarkan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
nama jabatan;

ekspektasi kinerja;

unit kerja penempatan;

skema kerja;

masa perjanjian kerja;

hak dan kewajiban; dan

g. sanksi.
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Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 (satu) tahun yang
dituangkan dalam perjanjian kerja.

Waktu bekerja dan jam kerja PPPK Paruh Waktu sesuai dengan waktu bekerja
dan jam kerja ASN yang ditetapkan oleh PPK.

Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf h
dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu
dengan Pemerintah Daerah.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai
non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024.



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

BAB III
PENILAIAN KINERJA
Pasal 7

PPPK Paruh Waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran
kinerja pegawai (SKP) sesuai target dalam perjanjian kerja.

Evaluasi kinerja bulanan, triwulan dan tahunan PPPK Paruh Waktu dilakukan
berdasarkan capaian kinerja organisasi.

Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat huruf h
digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau
pengangkatan menjadi PPPK.

BAB IV
GAJI/UPAH
Pasal 8

PPPK Paruh Waktu diberikan gaji atau upah sesuai dengan besaran yang
diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan ketersediaan
anggaran pemerintah daerah.

Sumber pendanaan untuk gaji atau upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPPK Paruh Waktu mendapatkan gaji atau upah dan fasilitas lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran upah dan mekanisme dasar pembayaran gaji atau upah PPPK Paruh
Waktu akan ditetapkan dengan keputusan PPK.

BAB YV
DISIPLIN
Pasal 9

Ketentuan yang terkait disiplin PPPK Paruh Waktu sesuai dengan peraturan
disiplin yang berlaku pada ASN.

PPPK Paruh Waktu wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan.
Pasal 10

Kewajiban bagi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat

(2) meliputi :

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah
yang sah;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;

f. menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan, dan
tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;



g.
h.

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

(2) Larangan bagi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2)
meliputi:

a.
b.

C.

d.

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang
lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain/atau
lembaga atau organisasai internasional;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara;

. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik

secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

.menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

melakukan sesutu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara :
1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut Aparatur Sipil Negara;
3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara
lain; dan/atau
4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara;
1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah

atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan
surat dukungan disertai foto copi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan



(3)

(4)

()

(1)

n. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
dengan cara ;

1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah;

2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;

3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau

4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam
lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK Paruh Waktu
dilarang :

a. Melakukan Penyalahagunaan Narkoba;

b. Mengajukan Alih Tugas:

c. Menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

PPPK Paruh Waktu yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan
Hukuman Disiplin;

Ketentuan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
Pasal 11

Ketentuan pemberhentian PPPK Paruh Waktu sebagai

berikut:

diangkat menjadi PPPK atau CPNS;

mengundurkan diri;

meninggal dunia;

. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian

kerja;

terdampak perampingan organisasi atau kebijakan keuangan pemerintah;

tidak cakap jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan

tugas dan kewajiban,;

tidak berkinerja;

melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;

dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

k. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan Jabatan; dan/atau

l. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
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(2) Dalam hal PPPK Paruh Waktu mengajukan pindah unit kerja, yang
bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

(3) Dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, PPPK Paruh Waktu yang
kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan
belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai
dengan kompetensinya.

BAB VII
PERLINDUNGAN
Pasal 12

(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian;

(2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan
jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan
huruf c dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

BAB VIII
PENGANGKATAN PPPK
Pasal 13

(1) PPK dapat mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK
berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian/evaluasi
kinerja.
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Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan

sebagai berikut:

a. PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPPK kepada Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
menetapkan rincian kebutuhan PPPK pada setiap Instansi Pemerintah;

c. Rincian kebutuhan PPPK terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan,
kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan;

d. PPK mengusulkan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK
kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan
penetapan rincian kebutuhan PPPK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;

e. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status PPPK Paruh
Waktu menjadi PPPK; dan

f. PPK menetapkan pengangkatan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 14

(1) Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan pemerintah daerah dilarang mengangkat
pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengangkat pegawai non-
ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung
Selatan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Tenaga Harian
Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.
Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATLEAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITY.& EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 1 Desember 2025
SEKRETARIWEEAE&ABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

‘ IYANTO
BERITA DARRAH KABYPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 348
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